
xii 

 

INTISARI 

IMPLIKASI PERUBAHAN PENEGASAN GARIS PANTAI DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP WILAYAH KEWENANGAN 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA 

Putu Mia Darmayani*) 

Terdapat perubahan ketentuan mengenai penegasan garis pantai dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

digunakan untuk menentukan wilayah kewenangan pengelolaan sumber daya laut 

di Indonesia. Pada peraturan sebelumnya digunakan garis air rendah kemudian 

berubah menggunakan garis air tinggi.  

Penelitian ini adalah penelitian normatif eksplanatoris. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pustaka dan 

wawancara. Setelah data terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan 

interpretasi teleologis.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis: Pertama, perubahan 

penegasan garis pantai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh: garis air tinggi lebih stabil dan 

konsisten, guna menghindari wilayah  pengelolaan laut daerah dengan pulau-

pulau terluar berbatasan langsung dengan wilayah laut negara lain, dan untuk 

memperkuat kewenangan pusat. Kedua, ketentuan ini belum dilaksanakan di 

provinsi manapun. Potensi dampak dari perubahan ketentuan: berubahnya wilayah 

pengelolaan laut Indonesia yang akan berdampak pada berubahnya jumlah 

nominal Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk daerah, serta 

potensi terbentuknya enklave pada wilayah pengelolaan laut Indonesia. 
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ABSTRACT 

IMPLICATIONS OF THE COAST LINE DEFINITION AMENDMENT IN 

LAW NUMBER 23 OF 2014 ON LOCAL GOVERNMENT TO 

TERRITORY OF MARINE RESOURCES MANAGEMENT AUTHORITY 

IN INDONESIA 

by Putu Mia Darmayani*) 

There was an amendment about coastline definition in Act No. 23 of 2014 

on Local Goverment which used to measured the territory of marine resources 

management authority in Indonesia. In the previous regulation, they used low 

water line and changed it to high water line later.  

This research is a normative explanatory research. The technic used to 

collect the data was by using the literature research and structurized interview. 

After collecting the data, the data was analyzed using the qualitative method with 

historical approach and teleological interpretation.  

Based on the analysis on this research, the result figured that: First, the 

main reasons of the coast line definition amendment in Law No. 23/2014 are: high 

water line is more stabile and consistent, to avoid the local government’s marine 

resources management territory having a direct borders with other country’s 

maritime zone, and to strenghten the Central Government’s authority in the sea. 

Second, the amendment is not applied yet by any provinces in Indonesia. The 

potential impacts from the coastline definition amendment are: the marine 

resources management territory between the Local Government and Central 

Government will change; it will also change the nominal of Dana Alokasi Umum 

and Dana Alokasi Khusus for the local government; and it’s potentially creating 

enclaves in Indonesia’s marine resources management territory. 
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